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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek etika medikolegal dalam penggunaan Artificial 

Intelligence (AI) pada praktik kedokteran bidang radiologi di Indonesia. Dengan pendekatan penelitian hukum 

normatif, studi ini mengkaji regulasi yang berlaku serta identifikasi celah hukum terkait implementasi teknologi 

AI dalam diagnosis radiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Kesehatan No. 

17 Tahun 2023 memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, belum ada regulasi spesifik yang 

mengatur tanggung jawab hukum atas penggunaan AI. Temuan utama penelitian mengungkap bahwa dalam 

sistem hukum Indonesia, AI diposisikan sebagai objek hukum sehingga pertanggungjawaban atas kesalahan 

diagnosis dibebankan kepada pencipta dan pengguna AI. Penelitian ini juga mengidentifikasi risiko bias 

otomatisasi dan tantangan etika dalam pendelegasian tugas diagnostik kepada sistem AI. Rekomendasi 

penelitian mencakup perlunya pengembangan standar profesi khusus, pelatihan kompetensi AI bagi tenaga 

radiologi, serta penyusunan regulasi komprehensif yang mengatur akuntabilitas penggunaan AI dalam praktik 

medis. Implikasi penelitian ini penting bagi pengembangan kebijakan kesehatan di era digital, khususnya dalam 

menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan. 

 

Kata kunci: Artificial Intelligence; Etika Medikolegal; Pertanggungjawaban Hukum; Kedokteran; Radiologi. 

 

ABSTRACT 

This research examines the medicolegal ethical aspects of Artificial Intelligence (AI) implementation in 

radiology practice in Indonesia. Using normative legal research methods, the study analyzes existing 

regulations and identifies legal gaps in AI-assisted radiological diagnosis. The findings reveal that while 

Health Law No. 17 of 2023 provides legal protection for healthcare workers, there are no specific regulations 

governing legal responsibility for AI use. The study concludes that under Indonesian law, AI is considered a 

legal object, making AI developers and users legally accountable for diagnostic errors. The research also 

identifies risks of automation bias and ethical challenges in delegating diagnostic tasks to AI systems. Key 

recommendations include developing professional standards, AI competency training for radiologists, and 

comprehensive regulations governing AI accountability in medical practice. This research contributes to 

digital health policy development, particularly in balancing technological innovation with legal protection for 

patients and healthcare providers. 

Keywords: Artificial Intelligence; Medicolegal Ethics; Legal Accountability; Medicine; Radiology. 

 

PENDAHULUAN  

Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), yang didefinisikan sebagai 

komputer yang berperilaku dengan cara menyerupai kecerdasan manusia, memiliki potensi 

untuk meningkatkan radiologi secara substansial, membantu pasien, dan mengurangi biaya. 

Ahli radiologi adalah ahli dalam interpretasi gambar medis untuk memperoleh informasi medis 

(Murugesan et al., 2021; Yaqub et al., 2022; Zhang & Dong, 2020). AI dapat memperluas 

keahlian ini, mengekstraksi lebih banyak informasi untuk membuat prediksi yang lebih baik 

atau sepenuhnya baru tentang pasien (Dratsch et al., 2023). Kedepannya, kesimpulan tentang 

gambar akan dibuat oleh ahli radiologi manusia bersama dengan mesin yang cerdas dan otonom 

(Ahmed et al., 2024). Meskipun mesin akan membuat kesalahan, mereka cenderung membuat 

keputusan lebih efisien dan dengan lebih konsisten daripada manusia dan dalam beberapa kasus 
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akan bertentangan dengan ahli radiologi manusia dan terbukti benar (British Journal of 

Radiology, 2024; PMC, 2024). AI akan mempengaruhi interpretasi gambar, pembuatan 

laporan, komunikasi hasil, dan tagihan medis. AI memiliki potensi untuk mengubah hubungan 

profesional, keterlibatan pasien, hierarki pengetahuan, dan pasar tenaga kerja (Geis et al., 2019; 

Radiology, 2019). Selain itu, AI dapat memperburuk konsentrasi dan ketidakseimbangan 

sumber daya, dengan entitas yang memiliki sumber daya AI yang signifikan memiliki lebih 

banyak "kemampuan pengambilan keputusan dalam bidang radiologi" (Modern Pathology, 

2024; Pesapane et al., 2018). Ahli radiologi dan departemen radiologi juga akan 

diklasifikasikan dan dievaluasi oleh model AI. AI akan menyimpulkan pola dalam perilaku 

pribadi, profesional, dan kelembagaan. Nilai, kepemilikan, penggunaan, dan akses ke data 

radiologi telah memiliki makna dan arti baru di era AI (Goisauf & Cano Abadía, 2022). 

Perkembangan teknologi digital, khususnya AI, telah menyebabkan munculnya 

masalah regulasi hukum mengenai konsep, kondisi dan fitur pengembangan, fungsi dan area 

penerapannya, integrasi kedalam sistem lain dan kontrol atas penggunaan teknologi (Naik et 

al., 2022; Sullivan et al., 2022). Di setiap negara, masalah ini diselesaikan secara individual, 

dengan mempertimbangkan kekhasan sistem hukum setempat (Herbert Smith Freehills, 2024; 

SSEK Law Firm, 2024, 2025). Pada tahun 2020, berbagai negara telah mengumpulkan 

pengalaman mereka sendiri dalam regulasi legislatif mengenai hubungan yang timbul 

sehubungan dengan pengembangan AI, mulai dari strategi AI nasional hingga prinsip-prinsip 

penerapan AI di bidang tertentu. Dalam kerangka penelitian ini, penulis mengusulkan untuk 

menganalisis sistem sumber pengaturan hukum penggunaan AI dalam bidang medis, serta 

mempertimbangkan permasalahan hukum tertentu yang terkait dengan penggunaan teknologi 

tersebut (International Comparative Legal Guides, 2025). 

Indonesia adalah negara yang didasarkan pada prinsip hukum (rechtsstaat). Oleh karena 

itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara harus patuh dan mengikuti hukum yang 

berlaku (Koçak et al., 2025; Nature Digital Medicine, 2025). Hukum memiliki peran penting 

dalam kehidupan manusia, karena norma hukum digunakan untuk mengatur perilaku manusia 

agar mencapai kebahagiaan. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga tujuan utama, 

yaitu memastikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Oleh karena itu, norma hukum 

harus dibuat untuk menciptakan ketertiban dalam Masyarakat. 

Di Indonesia, belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur AI. Di 

Indonesia, belum ada regulasi yang secara tegas mengatur AI, dan hal ini dapat menjadi 

permasalahan hukum jika teknologi AI melakukan tindakan yang melanggar hukum positif di 

Indonesia. Mengingat kemampuan AI untuk melakukan tindakan dan kejahatan, tidak dapat 

diabaikan bahwa AI dapat melakukan tindakan hukum yang merugikan pihak lain seperti 

halnya manusia. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas topik kecerdasan buatan (AI) 

seperti Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin yang mengangkat judul penelitian 

“Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di 

Indonesia” pada pembahasannya “Pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan AI dalam 

perspektif hukum pidana dalam hal ini AI tidak dapat digolongkan menjadi subjek hukum. 

Yolanda Simbolon dengan judul penelitian “Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial 

Intelligence yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia” yang pada 
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kesimpulannya adalah belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur tentang Artificial 

Intelligence. Novita Ardiyanti Ningrum dkk yang mengangkat judul penelitian “ 

Pertanggungjawaban Hukum Atas Penggunaan Artificial Intelligence Pada Praktik 

Kedokteran” dengan kesimpulan hingga saat ini, tidak terdapat suatu aturan yang membahas 

khusus dan spesifik mengenai keberadaan AI dalam dunia medis. Setelah melakukan 

penelaahan terhadap aturan, asas, dan positif di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa 

tanggungjawab penggunaan AI dalam dunia kedokteran dibebankan kepada pencipta AI dan 

pengguna AI itu sendiri. Setelah ditelaah bahwa AI merupakan objek hukum dan bukan subjek 

hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. 

 Saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang kecerdasan buatan. 

Tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kecerdasan buatan hanya dapat 

didasarkan pada Pasal 1367 KUH Perdata. Pertanyaan penelitian ini diajukan untuk 

mempertanyakan bagaimana regulasi kecerdasan buatan berkembang dalam sistem hukum 

Indonesia, serta mempertanyakan konsep tanggung jawab hukum atas penggunaan kecerdasan 

buatan dalam praktik kedokteran. Penelitian memahami ini lebih bertujuan lanjut untuk 

mengenai pertanggungjawaban AI dalam praktik kedokteran dan untuk menganalisis 

bagaimana hal tersebut dapat diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban hukum atas 

penggunaan artificial intelligence pada praktik kedokteran terutama bidang radiologi.  Dengan 

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi bagi pembuat 

kebijakan, tenaga kesehatan, dan pengembang teknologi dalam menghadapi tantangan hukum 

dan etika di era AI. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

deskriptif analitis untuk mengkaji aspek etika medikolegal dalam penggunaan Artificial 

Intelligence (AI) pada praktik radiologi. Data yang digunakan bersifat sekunder, meliputi 

bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan 

UU ITE, bahan sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku teks, serta bahan tersier seperti kamus 

hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan 

mengidentifikasi peraturan terkait, menganalisis literatur, dan mensistematisasikan temuan. 

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui analisis isi untuk menelaah ketentuan hukum, 

analisis komparatif dengan membandingkan regulasi Indonesia dan global, serta penarikan 

kesimpulan berdasarkan sintesis hasil penelitian. Validitas data dijaga dengan mengacu pada 

sumber-sumber kredibel seperti peraturan resmi dan jurnal bereputasi. Melalui pendekatan ini, 

penelitian ini bertujuan memberikan analisis komprehensif mengenai tantangan hukum dan 

etika dalam pemanfaatan AI di bidang radiologi serta rekomendasi untuk penguatan regulasi 

di Indonesia. 

Hasil dan Pembahasan  

Penggunaan Artificial Intelligence dalam Praktik Kedokteran Bidang Radiologi 

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam praktik medis mempunyai potensi besar 

untuk meningkatkan diagnostik medis dan perawatan kesehatan. Kecerdasan buatan dapat 

menganalisis sejumlah besar data medis yang kompleks, mengidentifikasi pola, dan membantu 
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dokter membuat keputusan yang lebih akurat dan cepat. Salah satu peluang besar untuk 

menggunakan kecerdasan buatan adalah diagnostik medis terletak pada interpretasi gambar 

medis. AI mampu dilatih agar bisa menganalisis gambar radiologi seperti CT Scan, MRI, dan 

mammografi, serta mengidentifikasi kelainan dan penyakit. Dengan melalui teknik 

pembelajaran mendalam, AI mampu mempelajari pola dalam data medis dan memberikan 

diagnosis yang akurat. Penelitian telah menunjukkan bahwa AI mampu mencapai tingkat 

akurasi yang sama atau lebih baik daripada dokter manusia dalam membedakan dan 

mengklasifikasikan lesi atau tumor.  

Selain itu, AI juga dapat digunakan dalam rekonstruksi gambar medis. Misalnya, dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Zhu et al, mereka menggunakan metode pembelajaran mesin 

berbasis AI yang disebut "domain transform manifold learning" untuk merekonstruksi gambar 

medis dengan kualitas yang lebih baik. Metode ini memungkinkan rekonstruksi gambar yang 

lebih tajam dan jelas, sehingga membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit dengan lebih 

baik. 

Selain itu, subjektif penggunaan AI juga memerlukan penyesuaian dan pelatihan bagi 

tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan perlu memahami dan menggunakan algoritma AI dengan 

benar, serta memahami batasan dan kelemahan teknologi ini. Diperlukan juga kerjasama antara 

tenaga kesehatan dan AI untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh AI dapat 

dipahami dan diterima oleh tenaga kesehatan dan pasien. Menghadapi tantangan ini, 

pengembang layanan kesehatan dan pembuat kebijakan mampu mengumpulkan data perilaku 

dari dokter untuk membantu algoritma AI. 

 

Etika dan Pertanggungjawaban Hukum atas Penggunaan Artificial Intelligence pada 

Praktik Kedokteran  

Nilai-nilai etika yang cermat harus menjadi panduan dalam pengambilan keputusan 

tentang kapan menerapkan AI, menentukan metrik untuk menggambarkan AI yang tepat dan 

bertanggung jawab, serta mengenali dan memperingatkan masyarakat tentang AI yang tidak 

etis. 

Bias otomatisasi adalah kecenderungan manusia untuk lebih menyukai keputusan yang 

dihasilkan mesin, mengabaikan data yang bertentangan atau keputusan manusia yang saling 

bertentangan. Bias otomatisasi menyebabkan kesalahan kelalaian dan kesalahan pelaksanaan. 

Kesalahan kelalaian terjadi ketika manusia gagal memperhatikan, atau mengabaikan, 

kegagalan alat AI. Laju aliran keputusan yang tinggi, di mana keputusan dibuat dengan cepat 

pada pemeriksaan radiologi yang dibaca dengan cepat oleh ahli radiologi, cenderung 

menyebabkan kesalahan kelalaian. Hal ini diperparah oleh keputusan AI yang didasarkan pada 

fitur yang terlalu halus untuk dideteksi manusia. Kesalahan pelaksanaan terjadi ketika 

seseorang secara keliru menerima atau menerapkan keputusan mesin meskipun ada bukti lain 

yang bertentangan. Risiko bias otomatisasi dapat diperbesar pada populasi yang miskin sumber 

daya karena tidak ada ahli radiologi lokal yang menolak hasilnya.  

Sejauh mana dokter dapat mendelegasikan tugas mendiagnosis kondisi medis kepada 

sistem kecerdasan buatan tanpa memaparkan diri mereka pada tanggung jawab yang lebih 

besar atas malpraktik jika sistem tersebut melakukan kesalahan?. Pertanyaan-pertanyaan 

seperti itu mengenai kerugian yang disebabkan oleh AI akan semakin bertambah seiring 
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dengan meluasnya penggunaan alat-alat ini. Sumber tanggung jawab dapat muncul dari 

masalah-masalah seperti privasi data, kontrak, kelalaian, perilaku kriminal, tanggung jawab 

tidak langsung, atau asuransi. Pengembang AI pada akhirnya perlu memegang teguh prinsip 

dasar yang sama seperti dokter yaitu dalam hal "do no harm". Meskipun tanggung jawab pada 

akhirnya jatuh kepada manusia, menentukan tanggung jawab hukum ketika keputusan sistem 

AI yang mengakibatkan kerugian, masih akan terus berubah. Mungkin sulit untuk menentukan 

sejauh mana data, algoritma AI itu sendiri, dan bagaimana ia digunakan bertanggung jawab 

atas kerugian (PMC, 2024). 

Berdasarkan UU ITE, AI tergolong ke dalam suatu agen elektronik dan sistem 

elektronik. Jika merujuk pada karakteristik AI yang dihubungkan dengan definisi sistem 

elektronik yang tercantum dalam UU ITE mempunyai kesamaan dalam kinerja AI yang bisa 

mengumpulkan data, pengolahan data, menganalisis data, hingga mengirimkan data informasi 

elektronik yang sesuai dalam Pasal 1 Angka 5 UU ITE. Selain itu, sesuai juga dengan Pasal 1 

Angka 8 UU ITE yang menjelaskan mengenai AI sebagai agen elektronik yang beroperasi 

secara otomatis atas perintah orang dalam melakukan tindakan melalui sistem elekronik. 

Berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia bahwa AI tidak termasuk ke dalam subjek hukum, 

melainkan sebagai objek hukum. Karena dalam pelaksanaannya, AI merupakan suatu teknologi 

yang dioperasikan oleh manusia. Dalam hal ini, subjek hukum yang bertanggungjawab 

penyelenggaraan adalah sistem penyelenggara elektronik. atas elektronik sistem. 

 Teori pertanggungjawaban dalam penggunaan kecerdasan buatan dalam praktik medis 

adalah bahwa mereka yang membuat dan menggunakan AI bertanggung jawab penuh 

berdasarkan hukum pidana atas tindakan dan perilaku AI. Dalam konteks ini, AI tidak tunduk 

pada hukum dan tidak secara sadar menentukan kemauannya melakukan tindakan. dalam 

Namun, pertanggungjawaban atas malpraktik medis masih merupakan permasalahan yang 

kompleks dan memerlukan pendekatan yang serius. 

Perlindungan hukum bagi tenaga Kesehatan telah diatur dalam Undang - Undang 

Nomor 17 tahun 2023 tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga Kesehatan 

saat mereka melakukan pekerjaannya . Pada pasal 273 ayat 1 dijelaskan bahwa tenaga medis 

dan tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum 

sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, 

standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. 

 

Kesimpulan 

Seiring berkembangnya AI, Indonesia sebagai negara hukum perlu melakukan langkah 

yang cepat dalam mengatur perkembangan AI ini. Hingga saat ini, tidak terdapat suatu aturan 

yang membahas khusus dan spesifik mengenai keberadaan AI dalam dunia medis. Setelah 

melakukan penelaahan terhadap aturan, asas, dan positif di Indonesia, maka dapat disimpulkan 

bahwa tanggungjawab penggunaan AI dalam dunia kedokteran dibebankan kepada pencipta 

AI dan pengguna AI itu sendiri. Setelah ditelaah bahwa AI merupakan objek hukum dan bukan 

subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Perhimpunan Dokter Spesialis 

Radiologi maupun Perhimpunan Radiografer Indonesia sebaiknya segera memulai untuk 

pengembangan peraturan, standar, dan kode etik mengenai AI tersebut.  Tenaga manusia dalam 
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hal ini dokter spesialis radiologi maupun radiographer tetap diperlukan keahliannya untuk 

memverifikasi dan memvalidasi hasil produk dari AI tersebut. 

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan AI sekaligus meminimalisir risiko, disarankan 

beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu merumuskan regulasi khusus yang 

mencakup aspek pertanggungjawaban hukum dan standar operasional. Kedua, organisasi 

profesi harus mengembangkan pedoman etik dan kompetensi khusus bagi tenaga kesehatan. 

Ketiga, diperlukan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman tenaga 

medis tentang AI dan mitigasi risikonya. Keempat, penting untuk membentuk forum kolaborasi 

multidisiplin antara pemangku kepentingan terkait. Terakhir, penelitian lebih mendalam perlu 

dilakukan untuk mengkaji implementasi AI secara lebih komprehensif, termasuk studi banding 

dengan negara lain. Dengan pendekatan menyeluruh ini, diharapkan penerapan AI dalam 

radiologi dapat memberikan manfaat optimal sambil menjamin perlindungan hukum dan etika 

bagi semua pihak. 
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